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BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 22 TAHUN 20190

TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

vahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemetintahan  dan
pembangunan Daerah yang dapat mewujudkan kasejahteraar.i de%n‘ks-‘fmakmumn
masyarakat, diperiukan sumber pembiayaan yang herasal dari pajak yang anlara
lain metalui Pajak Alr Rekiame:
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bahwa berdasarkan daiam Pasal Z ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahus 2009
. : ] malrar calahl eotn
tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salan satu
jenis Pajak Kabupaten/Kota;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huref b

i

di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun {981 tentang Hukurn Acasz Pidana (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 ientang Penbentukan  Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak.
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kotz
Batam {{.embaraa Negara Repubiik indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
{_embaran Negara Republik Indenesia Nomor 3902) sebagaimara telah diuban
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2003 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tatwn 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4247);

Unéiang-Undang Nonior 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lombaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3731);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuken Peratoran
Pfri}rr‘ldang-undangan {Le_mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20G4 Nomor
53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42863,
Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah {Lembaran
] ot e P " - R . . o :
gegdra‘Reputh fncTonema Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara
o - - « ki 0 1 P T i y 2
1 q'.;ubh]\{ ]h.zcic_n.cs;d xa%]u_n 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapz
kali terakhir dengan Urdang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
i\:cd ua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeral
T PAT an] ~ it ~a 1 y | 5 %
(Lembaran YI\egara Rr.pgblm Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambuahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur
Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Prosedur

Pengesahan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan

BUPATI SIAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.



6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian
umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,
dan/atau dinikmati oleh umum.

12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar
monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Electronic Display.

13. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat
dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau
beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri)
atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan
sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

14, Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak,
yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik
oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombong, kendaraan baik bermotor
ataupun tidak.

15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada

konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan
yang bersifat insidentil.

16. Reklame Kairf adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu
even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau

bahan l?lin vang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain
(rangkaian bendera). tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

1. Reklame Sele:.barg_n adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara
disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan

dipasang, digantung pada suatu benda lain, termas 1
? 3 suk di dalamnya adalah afle: .
reklame dalam undangan. Gt AR R

18. R‘eklame Melcl.(at, stiker at:lalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara
ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

19. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise

( ) k % a ?

20. Reklame Udara adalah reklame 1 1
yang diselenggarakan d
laser, pesawat atau alat lain yang seje%is. = Pt

21. Reklame Suara adalah reklame i
: vang diselenggarakan dengan menggunak < :
diucapkan atau dengan suara yar.g ditimbulkan dari atau oleh perantaraan agIZ?n e



23. Reklame Sign Net adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan
persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

24. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/ papan reklame.
25. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media/ papan reklame.

26. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang
reklame.

27. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.

28. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk
dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

79. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai
ketentuan yang berlaku.

30.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala
Daerah.

31. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau
penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.

32. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau
memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai
penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.

33, Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana
perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut
pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.

34. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk
keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah
Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan
Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

35. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas bidang rcklame
dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

36. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang reklame
dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

37. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya
atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.

38. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau
sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.

39. ‘Tar_lda I?egge_sahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame
insidentil, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.

40. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada
Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan
untuk‘ pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila
lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

41. Kelas Jalan Reklame adalah lflasiﬁkasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk
penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

42.Nilai Sewa Reklame adalah nilai i agai '
el alah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penctapan besarnya

43. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolechan harga/biaya pembuatan, biaya

pemasangan dap biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara
reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan

47. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.



48. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

49, Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak dan/atau berupa sanksi administrasi.

52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib
pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih
besar dari pada Pajak yang terhutang atau tidak sehatusnya terhutang.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB. SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

56. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahar. barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan

Daerah.
58. Pcny?d?kan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya  disebut Penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi dibidang
pajak Daerah serta menemukan tersangkanya.

59. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan

keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
(1) Dengan nama pajak reklame dipungut atas penyclenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

a. reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
b. reklame kain;

reklame melekat: stiker:

o o

reklame selebaran;

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

reklame udara;

reklame apung;

5@ oo

reklame suara;



i. reklame film / slide; dan

j. reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta
bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha ataun profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau
profesi disclenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau
profesi tersebut; dan

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib
Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebult.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak
Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan berdasarakan nilai kontrak Reklame.

(3) Dala;_n _hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
.(1_) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu,
jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau

dianggfip tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor—faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) C_arg perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah dengan menambahkan nilai produksi reklame dengan
nilai pemasangan reklame.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di
tet
Peraturan Kepala Daerah. i R

Pasal 5
(1) Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

(2) Be_saliran pokok Pajak Reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan
pajak.



BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 7

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara menga-likan tarif sebagaimana di
maksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

.
BABYV
MASA PAJAK
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wa ib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 9

Pajak terhutang terjadi pada saat kegiatan penyelenggaraan reklame.

BAB V1
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan/atau nota
perhitungan.

_ (3) Tata cara penerbitan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(D) Pcmb'ayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus

:

(3) Pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) d i
] 2
! gl ) p (1) dan ayat (2) dilakukan dengan

(4) Tata cara pengisian SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan da}pat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran,
dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran Flikrepakan‘ sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.sejak saat
terutangnya pajak.

Pasal 14

(1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa apabila jumlah pajak yang harus
dibayar berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah tanggal

pemberitahuan surat paksa, Kepala Daerah atau pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan
penyitaan.

Pasal 17

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Kepala Dacrah atau
pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri.

(2) Setelah Juru Sita Pengadilan Negeri menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang,
Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 18

Bentuk, jenis dan tata cara pengisian formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



(1)

(2)
3)

(4)

(5)

(6)

(M

(2)

)

M

2)

(1)

(2)

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu:
a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

¢. SKPDLB;

d. SKPDN.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sej‘alfz. tangga_l_ surat, tanggal
pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui Wajib Pajak.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang dit‘unjuk
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan
surat keberatan.

Pasal 20

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan
diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Wajb Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22

Jika pengajuan lkebeyatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

Dala.m_ hal .keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan
SKPDKRB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpaj akan Daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak
yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang tidak benar;
¢. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

¢. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib
Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

" (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
d. SKPDN.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah
memberikan keputusan.

(3) A;_)allzila jangka’ Wa}ctu s'ebagaimana flimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan

Eaj]ak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
ulan. |

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pad T (2 inerhi . A .
dimaksud. pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitk : : : "
(SJP PKP).r itkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan pajak



(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu_2 (dua)
bulan diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana bidang

perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung atau tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib
Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Kabupaten Siak.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

Pasal 27

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
Kadaluwarsa dapat dihapuskan.

~~ (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28
(1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet

dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. ‘

(2) Kriterie_i Wajib_ Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

(1) Kepal_a Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.



A~

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya
dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana bidang pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau
jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana bidang pajak Daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang pajak Daerah;

melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang pajak Daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pfamerlksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak Daerah;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan;

melak.ukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah menurut ketentuan perundang-undangan.

(3) Penyidik s_ebagaimz_ma dirpa};sud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana vang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5

(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak i j 1
: ! pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakl agi
Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. : SEis e e



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun
2008 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak SriIndrapura
pada tanggal 19 Oktober 2010

H. ARWIN. AS, SH é
Diundangkan di Siak Spj Indrapura

. pada tanggal 20 O er 2010
',/SEKRETARIS DA H KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2010
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